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LANGKAH STRATEGIS PENGAWASAN PBK 

Pengaturan pedoman perilaku Pialang Berjangka dalam  merekrut calon nasabah wajib 
memberitahukan adanya pemberitahuan adanya risiko dan membuat perjanjian 
nasabah.

Pengaturan trading secara on line dari Nasabah langsung ke sistem yang disediakan 
Bursa Berjangka.

Sistem Perdagangan yang dipergunakan oleh Pedagang Penyelenggara SPA telah 
diaudit oleh tenaga ahli IT dan direkomendasikan oleh Bursa dan Kliring kemudian 
disetujui Bappebti.

Pengaturan pengamanan dana nasabah dalam rekening terpisah melalui pelaporan 
keuangan dari Pialang ke Bappebti melalui e-reporting dan pengaturan besarnya marjin 
70% disimpan di rekening Kliring Berjangka.

Menjaga integritas perdagangan berjangka khususnya kegiatan Sistem Perdagangan 
Alternatif (SPA) melalui moratorium perizinan SPA.

Peningkatan literasi di bidang PBK melalui edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha, 
masyarakat, aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Mendorong penyempurnaan sistem perdagangan berjangka yang sesuai dengan 
standar internasional.

Mendorong bursa untuk menciptakan kontrak yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

TARGET 2015

SASARAN 01 SASARAN 02

SASARAN 03 SASARAN 04

Meningkatkan kinerja perdagangan 
kontrak berjangka primer (olein, kakao, 
emas, CPO, kopi, karet, batubara dan 
timah) yang memiliki prospek baik di 
bursa berjangka Indonesia.

Sinergitas dengan instansi terkait:
Kemenkeu, Kemen BUMN, Kemen 
ESDM, Kementan, dan kementerian 
teknis terkait lainnya untuk insentif 
pajak  serta  keterlibatan  BUMN 
dalam meningkatkan likuiditas  kontrak 
berjangka di Bursa.

Meningkatkan Kualitas kontrak 
berjangka finansial melalui koordinasi 
dan aliansi strategis dengan 
Kementerian Keuangan, OJK dan Bank 
Indonesia.

Menjalin koordinasi dan aliansi 
strategis (MOU) dengan Kemenkeu, 
OJK dan BI untuk pengembangan 
produk kontrak berjangka finansial.

Meningkatkan citra perdagangan 
berjangka komoditi sekaligus 
meningkatkan pemahaman para 
pemangku kepentingan dan 
masyarakat mengenai perdagangan 
berjangka komoditi.

Melakukan  edukasi dan sosialisasi  
dalam rangka peningkatan 
pemahaman dan penegakan hukum.

Mendukung pengembangan pasar fisik 
komoditi (olein, kakao, emas, CPO, 
kopi, karet, batubara dan timah) yang 
menjadi referensi harga bagi 
perdagangan berjangka di Indonesia.

Sinergitas dengan instansi terkait :
Kementan, Kemen ESDM, Kemen 
BUMN, Kemenkeu dan perbankan 
untuk pengembangan pasar fisik 
komoditi. 

Kerangka Pengembangan PBK
Jangka Menengah (2015- 2019)

TARGET 2019

KERANGKA REGULASI TATA KELOLA

KINERJA PENEGAKAN HUKUM

Kerangka Regulasi yang selaras 
menjamin kepastian    hukum, adil dan 
transparan.

KAPITALISASI MARGIN RP. 71,55 T

TOTAL VOLUME : 10.81 JUTA LOT, TERDIRI DARI
KONTRAK MULTILATERAL: 3.27 JUTA  LOT (30,28%)
KONTRAK SPA: 7.53 JUTA LOT (69.72%)

Meningkatnya kinerja market maker berskala besar 
termasuk BUMN di Bursa Berjangka dan�Telah ada kontrak 
yang menjadi referensi harga dunia

KAPITALISASI MARGIN RP. 66,20 T

TOTAL VOLUME :   8.75 JUTA  LOT, TERDIRI DARI
KONTRAK MULTILATERAL: 1,58 JUTA LOT (18,04%)
KONTRAK SPA: 7,17 JUTA LOT (81,96%)

Sesuai dengan pengembangan Produk Baru dan platform 
sistem perdagangan

Tata Kelola kelembagaan industri PBK 
yang dapat memberikan pelayanan 
prima dan pemahaman yang selaras 
dari pengguna jasa.

meningkatkan efisiensi, likuiditas, 
volume perdagangan serta peningkatan 
keterlibatan pelaku perdagangan 
komoditi.

Peningkatan kualitas penegakan 
hukum melalui pelaksanaan 
kerangka peraturan yang harmonis 
dan sumber daya manusia penegak 
hukum.

PENGEMBANGAN USAHA SUMBER DAYA MANUSIA

PEMBINAAN & KEPATUHAN

Pengembangan usaha untuk 
mendukung kelembagaan dalam 
industri PBK  dalam pemanfaatan 
produk-produk baru.

Peningkatan integritas, kompetensi 
dan profesionalisme sumber daya 
manusia PBK yang mendukung 
perkembangan daya saing industri PBK 
Indonesia

Terwujudnya pembinaan dan 
kepatuhan dalam industri PBK dengan 
terlaksananya ketertiban dan etika 
bisnis yang sehat.
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Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko disampaikan sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan 
Berjangka Komoditi. Maksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa 
kemungkinan kerugian atau Keuntungan dalam perdagangan Kontrak Berjangka bisa 
mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Calon Nasabah/ Nasabah harus 
berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi dengan memperhatikan 
apakah kondisi keuangan mencukupi.
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Pembinaan
Pengembangan
Pengaturan
Pengawasan

UU Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun
1997 Tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi
UU Nomor 9 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem
Resi Gudang

UU No.7 Tahun 2014
tentang Perdagangan
------------------
KepMenperindag
No. 650/MPP/Kep/10/2004
tentang Pasar Lelang Forward
Komoditi Agro

Keterkaitan Program Nawa Cita
dengan Tupoksi Bappebti

BAPPEBTI (KEMENDAG)

Peran Sektor Perdagangan 
sebagai Penggerak 
Pertumbuhan dan Daya 
Saing Ekonomi untuk 
Kemakmuran Rakyat yang 
Berkeadilan.

MISI PRESIDEN 
TERPILIH

Mewujudkan Bangsa 
yang Berdaya Saing

Presiden NasionalBappebti

NAWA CITA

Membangun Indonesia 
dari Pinggiran dengan 

Memperkuat 
Daerah-daerah dan Desa 
Dalam Kerangka Negara 

Kesatuan.

Meningkatkan 
Produktivitas Rakyat dan 

Daya Saing di Pasar 
Internasional.

Mewujudkan 
Kemandirian Ekonomi 

dengan Menggerakkan 
Sektor-sektor Strategis 

Ekonomi Domestik.

Nawa
Cita

TINGKAT NASIONAL

Mendorong pertumbuhan 
perekonomian daerah melalui 
percepatan implementasi SRG 
sebagai sarana tunda jual dan 

alternatif pembiayaan bagi petani, 
UKM, Koperasi dan pelaku usaha.

Meningkatkan efisiensi  mata rantai 
perdagangan dan menciptakan 

sarana pembentukan harga melalui 
Pasar Lelang Komoditas;

Meningkatkan daya saing 
perdagangan melalui  optimalisasi 

pemanfaatan Perdagangan 
Berjangka Komoditi sebagai sarana 
pengelolaan resiko, referensi harga 

dan sarana investasi.

PENINGKATAN 
DAYA SAING

SEKTOR
PERDAGANGAN

PASAR LELANG
PRICE DISCOVERY
PRICE REFERENCE
EFISIENSI RANTAI PERDAGANGAN
PENINGKATAN MUTU PRODUK

PERDAGANGAN BERJANGKA
RISK MANAGEMENT
PRICE DISCOVERY
PRICE REFERENCE

SISTEM  RESI GUDANG
RISK MANAGEMENT
TRADE FINANCING
STABILISASI HARGA
EFISIENSI BIAYA PERDAGANGAN

MENDUKUNG  TERWUJUDNYA KEMAKMURAN
RAKYAT YANG BERKEADILAN

PERAN STRATEGIS PBK, PL & SRG

PERDAGANGAN 
BERJANGKA 
KOMODITI

Pembentukan harga 
yang transparan

Sarana pengelolaan 
risiko harga dengan 
lindung nilai

Alternatif Investasi

SISTEM RESI GUDANG

Sarana pengelolaan 
risiko harga melalui 

tunda jual

Alternatif pembiayaan

Instrumen kebijakan 
dalam pengendalian stok 

nasional

MENINGKATNYA DAYA 
SAING SEKTOR 

PERDAGANGAN

MENDUKUNG 
TERWUJUDNYA 

KEMAKMURAN RAKYAT 
YANG BERKEADILAN

SISTEM RESI GUDANG

Pembentukan harga 
yang transparan

Memperpendek mata 
rantai perdagangan

DASAR HUKUM PERDAGANGAN BERJANGKA 

PROSESOR
PABRIKAN
PRODUSEN
PETANI/UKM/KOPERASI
EKSPORTIR/IMPORTIR

INVESTOR
HEDGE FUND

Rp

Rp

Rp

PEMBENTUKAN HARGA YANG
TRANSPARAN SEBAGAI

REFERENSI HARGA
MANAJEMEN RESIKO DENGAN

LINDUNG NILAI  (HEDGING)
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TUJUAN PENGATURAN, PENGEMBANGAN,
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PBK

Mewujudkan kegiatan 
Perdagangan Berjangka 
yang teratur, wajar, efisien, 
efektif dan transparan 
serta dalam suasana 
persaingan yang sehat.

Melindungi 
kepentingan semua 
pihak dalam 
Perdagangan 
Berjangka.

Mewujudkan kegiatan 
Perdagangan Berjangka 
sebagai sarana pengelolaan 
risiko harga dan 
pembentukan harga yang 
transparan.

PENGATURAN PENGEMBANGAN

PENGAWASANPEMBINAAN

KELEMBAGAAN DALAM PBK SAAT INI

KLIRING BERJANGKA

BANK PENYIMPAN
MARGIN

PIALANG BERJANGKA

WAKIL PIALANG
BERJANGKA

PEDAGANG BERJANGKA

PESERTA SPA

PEDAGANG
PENYELENGGARA SPA

PIALANG PALN

BURSA BERJANGKA

*Program Nawa Cita adalah 9 program prioritas Pemerintahan Jokowi

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 
32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

PP NO. 49 TAHUN 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan 
Berjangka Komoditi

PP NO. 10 TAHUN 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang 
Perdagangan Berjangka Komoditi

Keputusan / Peraturan dan Edaran Kepala BAPPEBTI


